BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 45 TAHUN
2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015

o~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015, maka Peraturan
Bupati Merangin Nomor 45 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun
2015, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Merangin tentang Perubahan atas Peraturan
Merangin Merangin Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

A_', Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung

’UA_A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

. 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
e " UM LS UKo mor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

‘ml’l'ﬁ)mendang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

11.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
- Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara  Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
470);




21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2008 Nomor 20), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2014 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4 Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);

25. Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 16
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan BUpati
Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Merangin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2015 Nomor 16)

MEMUTUSKAN:

aa Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MERANGIN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN
MERANGIN TAHUN 2015

Pasal |

Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
merns, FIRIAVS ﬁa.h};paten Merangin Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten
* Merangin Tahun 2014 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(lﬂ- {‘Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 45

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Merangin Tahun 2015 disusun dengan Sistematika
sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN

BABII EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN
MERANGIN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA



BABIII RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
KABUPATEN MERANGIN

BAB IV PENUTUP

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal,
Yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2015 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal .- /. 2015
¥ BUPATI MERANGIN
H.peo P HTHS ‘F’hDWS.Q}.”:f—
H. AL HARIS
Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 22 . 7 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

BERITA DAE

WAIHI



